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PENETAPAN
Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan
Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

I - pat dan tanggal lahir, Pinrang, 25 Desember 2000,
(umur 18 tahun, 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan wiraswasta (pabrik tahu), tempat kediaman di Jalan
Sawerigading, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tanggal 20 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sinjai, Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 20 Agustus 2019, mengajukan
dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah
dengan perempuan bernama | . vnur 11 Februari 2003
(umur 16 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat
kediaman di Jalan Bulu Lasiai Il, Lingkungan Ulu Salo |, Kelurahan
Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang akan
dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum
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mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-
LT19082019-0001 tertanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor
714/KUA.21.19.08/PW.01/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang menolak
mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan Pemohon belum
cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karna keduanya telah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan lebih dan
hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat
khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam
apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon Istri Pemohon tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap
untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon yang bernama ([ Gz
B untuk menikah dengan perempuan (GG

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan
keinginan Pemohon untuk menikah sampai cukup umur berdasarkan hukum

Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
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Bahwa Pemohon telah ~menyampaikan keterangan tambahan
sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon belum siap
mengajukan alat bukti pada sidang tanggal 28 Agustus 2019, sehingga
persidangan ditunda pada tanggal 4 September 2019, dan telah dipanggil
secara patut dan resmi untuk hadir pada persidangan tanggal 11 September
2019, namun Pemohon tidak pernah hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut,
Majelis Hakim menilai proses pemeriksaan perkara ini, tidak perlu dilanjutkan
lagi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup bidang
perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan
yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 5,
Pemohon tidak pernah hadir mengajukan alat bukti, dan Pemohon telah 2 (dua)
kali diperintahkan untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir, sehingga
Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil
permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 3 dari 12 halaman  Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Miladiah,
bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh kami
Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahruddin, S.H.l., M.H serta
Taufigurrahman, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Surianti, S.El sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim anggota Ketua majelis;

Ttd ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H MUHAMMAD ARIF, S.HI

Hakim anggota,

Ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.H.I.
Panitera Pengganti;

ttd
SURIANTI, S.EI

Perincian Biaya Perkara
.1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00

.2 Biaya Proses © Rp 50.000.00
.3 Biaya Panggilan : Rp 130.000.00
4 Biaya Redaksi : Rp 10.000.00
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.5 Biaya Meteral  Rp 6.000.00
Jumlah : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S. Ag., M.H.
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